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ABSTRACT 

 Global digital trade has become a crucial pillar of modern economic growth; however, 

its rapid development presents new challenges for the international legal system. The lack of 

regulatory harmony among nations, technological disparities, and weak protection of economic 

justice highlight the need to strengthen international legal principles that are adaptive to the 

digital era. This study aims to analyze the application of international legal principles in 

regulating global digital trade and to examine their implications for economic justice among 

nations. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and 

comparative approaches by reviewing various international legal instruments such as the WTO 

Agreement on E-Commerce and the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. The findings 

reveal that the implementation of principles of equality, non-discrimination, and economic 

justice remains limited due to political interests and disparities in legal capacity among 

countries. The discussion emphasizes the importance of reformulating international legal 

principles to accommodate the dynamics of digital trade in a fair and inclusive manner. This 

study concludes that international law must transform from a mere regulatory instrument into 

an ethical tool for promoting global economic justice through collaborative and sustainable 

digital governance. 
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ABSTRAK 

 Perdagangan digital global telah menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi 

dunia modern, namun perkembangannya menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum 

internasional. Ketidakharmonisan regulasi antarnegara, kesenjangan akses teknologi, serta 

lemahnya perlindungan terhadap keadilan ekonomi menimbulkan kebutuhan akan penguatan 

prinsip hukum internasional yang adaptif terhadap era digital. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam pengaturan perdagangan 

digital global serta menelaah implikasinya terhadap keadilan ekonomi antarnegara. Metode 

yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 

konseptual, dan perbandingan, melalui kajian terhadap berbagai instrumen hukum 

internasional seperti WTO Agreement on E-Commerce dan UNCITRAL Model Law on Electronic 

Commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip kesetaraan, non-

diskriminasi, dan keadilan ekonomi masih terbatas oleh perbedaan kepentingan politik serta 

ketimpangan kapasitas hukum antarnegara. Pembahasan menyoroti pentingnya reformulasi 

prinsip hukum internasional agar mampu mengakomodasi dinamika perdagangan digital 

secara adil dan inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum internasional perlu 

bertransformasi dari sekadar instrumen pengatur transaksi menjadi sarana etis untuk 

menegakkan keadilan ekonomi global melalui tata kelola digital yang kolaboratif dan 

berkelanjutan. 
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PENDAHULUAN 

Perdagangan digital global telah menjadi salah satu pendorong utama 

pertumbuhan ekonomi dunia pada abad ke-21. Transformasi ekonomi berbasis 

teknologi ini mengubah cara negara-negara berinteraksi dalam sistem ekonomi 

internasional, baik dalam hal transaksi lintas batas, penyediaan jasa digital, maupun 

transfer data lintas yurisdiksi (Agustono & Yusuf, 2024). Namun, di balik peluang 

besar tersebut, muncul pula kompleksitas hukum yang belum sepenuhnya 

diantisipasi oleh tatanan hukum internasional (Cohen, 2019). Ketidakharmonisan 

regulasi antarnegara, perbedaan kapasitas teknologi, dan ketimpangan ekonomi 

menjadi isu penting yang membutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif dan 

berkeadilan (Ahmed et al., 2024). Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum 

internasional memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan antara 

kebebasan ekonomi dan perlindungan kepentingan global. 

Kemajuan teknologi informasi telah mempercepat integrasi ekonomi 

internasional melalui sistem perdagangan digital yang bersifat borderless. Platform e-

commerce, layanan digital, dan mata uang kripto menjadi contoh konkret bagaimana 

transaksi ekonomi kini melampaui batas kedaulatan negara (Gao, 2018). 

Perkembangan tersebut menuntut adanya kepastian hukum dalam setiap aktivitas 

perdagangan yang melibatkan berbagai yurisdiksi (Azmeh et al., 2020). Namun, 

hukum internasional saat ini masih tertinggal dibandingkan laju inovasi digital, 

sehingga banyak ketentuan hukum tradisional belum mampu mengakomodasi 

dinamika baru tersebut (Burri, 2021). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan 

mendasar mengenai sejauh mana prinsip-prinsip hukum internasional dapat 

diterapkan dalam mengatur ekosistem ekonomi digital global. 

Dalam sistem hukum internasional, prinsip-prinsip seperti keadilan, 

kesetaraan, dan non-diskriminasi menjadi dasar utama yang mengarahkan hubungan 

antarnegara (Garcia, 2022). Prinsip-prinsip ini awalnya dikembangkan dalam 

konteks perdagangan barang dan jasa konvensional di bawah kerangka organisasi 

seperti World Trade Organization (WTO) (Hailes, 2022). Keadilan ekonomi berarti 

akses dan distribusi manfaat digital yang setara (Sholikah et al., 2024). Namun, 

penerapannya dalam konteks perdagangan digital belum sepenuhnya jelas karena 

sifat transaksi digital yang berbeda secara mendasar (Agulló, 2022). Transaksi digital 

tidak hanya melibatkan pergerakan barang fisik, tetapi juga data, algoritma, dan 

infrastruktur digital yang sulit diklasifikasikan dalam sistem hukum internasional 

yang ada. 

Ketimpangan akses dan kapasitas antarnegara dalam mengembangkan 

ekonomi digital juga memperbesar kesenjangan global. Negara maju cenderung lebih 

diuntungkan karena memiliki infrastruktur digital yang kuat, sementara negara 

berkembang masih menghadapi keterbatasan teknologi dan regulasi (Peng, 2022). 

Ketidakseimbangan ini berimplikasi langsung terhadap keadilan ekonomi dalam 

sistem perdagangan global (Krisnamurti & Hapsari, 2024). Jika hukum internasional 
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tidak mampu menjamin kesetaraan partisipasi, maka perdagangan digital justru 

dapat memperdalam ketimpangan ekonomi antarnegara (Mufidah et al., 2021). Oleh 

karena itu, penerapan prinsip keadilan ekonomi dalam kerangka hukum 

internasional menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam 

pengaturan perdagangan digital. 

Selain aspek keadilan, transparansi dan perlindungan data pribadi menjadi 

dimensi penting dalam perdagangan digital global. Setiap transaksi digital melibatkan 

pertukaran data lintas batas yang berpotensi menimbulkan pelanggaran privasi dan 

penyalahgunaan ekonomi (Agulló, 2022). Beberapa negara telah menetapkan 

regulasi domestik seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, 

tetapi belum ada konsensus global yang mengikat secara hukum (Nasoha et al., 2025). 

Kekosongan hukum ini menciptakan ruang abu-abu yang dapat dimanfaatkan oleh 

pelaku ekonomi global untuk menghindari tanggung jawab hukum (Aprilia, 2025). 

Dalam konteks ini, hukum internasional seharusnya berperan dalam menciptakan 

norma bersama yang menjamin perlindungan hukum yang setara bagi semua pihak 

yang terlibat dalam perdagangan digital. 

Perkembangan pesat perdagangan digital juga menimbulkan tantangan 

terhadap konsep kedaulatan negara. Aktivitas ekonomi digital sering kali melibatkan 

penyedia layanan lintas negara yang tidak tunduk sepenuhnya pada hukum nasional 

suatu negara (Mufrihah & Najmudin, 2024). Hal ini menimbulkan dilema antara 

kedaulatan hukum nasional dan prinsip universalitas hukum internasional (Kelsey et 

al., 2020). Ketika perusahaan multinasional menguasai infrastruktur digital global, 

peran negara menjadi semakin terbatas dalam mengatur aktivitas ekonomi yang 

berdampak pada warganya (Pande, 2024). Akibatnya, perlu ada pembaruan 

paradigma hukum internasional agar dapat berfungsi secara efektif dalam 

menghadapi realitas ekonomi digital yang semakin kompleks dan terdesentralisasi. 

Dalam konteks ekonomi global yang saling bergantung, keberadaan aturan 

hukum internasional yang jelas dan berkeadilan menjadi kunci untuk menjaga 

stabilitas sistem perdagangan digital. Ketidakpastian hukum tidak hanya 

menimbulkan risiko ekonomi, tetapi juga dapat menghambat inovasi dan kerja sama 

antarnegara (Leal-Arcas, 2025). Oleh karena itu, penguatan instrumen hukum 

internasional yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, politik, dan 

sosial menjadi sangat penting (Ashafa et al., 2025). Prinsip-prinsip hukum 

internasional perlu ditafsirkan ulang agar dapat mengakomodasi karakteristik 

ekonomi digital yang dinamis, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai keadilan 

ekonomi tetap menjadi fondasi utama dalam tata kelola perdagangan global modern 

(Alvina, 2024). 

Penelitian yang dilakukan oleh Prasad (2023) menunjukkan bahwa kerangka 

hukum internasional yang mengatur e-commerce masih bersifat parsial dan belum 

mampu menciptakan integrasi hukum global yang efektif. Hasil penelitiannya 

menegaskan bahwa ketergantungan pada kesepakatan regional menyebabkan 

lemahnya perlindungan hukum terhadap aktivitas perdagangan digital lintas negara. 

Sementara itu, Putri et al. (2023) menyoroti bahwa kesenjangan teknologi dan 

kapasitas regulasi antara negara maju dan negara berkembang menghambat 
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penerapan prinsip keadilan ekonomi dalam perdagangan digital internasional. 

Negara berkembang sering kali berada pada posisi tidak setara karena keterbatasan 

dalam perlindungan hukum dan akses terhadap teknologi digital. Selanjutnya, Romli 

et al. (2025) meneliti mekanisme penyelesaian sengketa dalam World Trade 

Organization (WTO) dan menemukan bahwa lembaga tersebut belum sepenuhnya 

mampu mengakomodasi kompleksitas sengketa perdagangan digital. Di sisi lain, 

Puspitasari dan Ilmiah (2025) menegaskan bahwa diplomasi ekonomi internasional 

memiliki peran strategis dalam memperkuat posisi negara berkembang, namun 

belum terintegrasi secara optimal dalam sistem hukum internasional yang mengatur 

perdagangan digital. 

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) 

dalam hal penerapan prinsip-prinsip hukum internasional terhadap dinamika 

perdagangan digital yang berkeadilan. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya 

menyoroti aspek teknis atau diplomatik, tetapi belum banyak yang membahas 

hubungan antara prinsip hukum internasional dengan keadilan ekonomi secara 

konseptual dan aplikatif. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut 

dengan menelaah bagaimana prinsip hukum internasional dapat diimplementasikan 

untuk mewujudkan tatanan perdagangan digital yang adil dan setara bagi seluruh 

negara. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip 

hukum internasional dalam pengaturan perdagangan digital global serta 

mengidentifikasi tantangan dan implikasinya terhadap keadilan ekonomi. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dalam pengembangan 

kajian hukum internasional di era ekonomi digital, serta manfaat praktis berupa 

rekomendasi kebijakan bagi pembuat regulasi internasional dan nasional agar dapat 

menciptakan sistem perdagangan digital yang inklusif, berkeadilan, dan 

berkelanjutan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau dikenal juga 

sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap 

norma, asas, dan prinsip hukum yang berlaku dalam tatanan hukum internasional, 

khususnya yang mengatur perdagangan digital global. Pemilihan metode ini 

didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin menelaah penerapan prinsip-prinsip 

hukum internasional terhadap isu-isu keadilan ekonomi dalam konteks perdagangan 

digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengumpulkan data empiris dari 

lapangan, melainkan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan secara mendalam 

dan sistematis. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis 

pendekatan agar analisisnya bersifat komprehensif. Pertama, pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah instrumen hukum 

internasional seperti General Agreement on Trade in Services (GATS), WTO Agreement 

on E-Commerce, serta UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Kedua, 

pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk menelaah konsep 
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keadilan ekonomi dan penerapan prinsip hukum internasional dalam ekosistem 

digital. Ketiga, pendekatan perbandingan (comparative approach) digunakan untuk 

melihat bagaimana beberapa negara menerapkan hukum perdagangan digital dan 

bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi keadilan ekonomi global. 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori 

utama, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer 

mencakup perjanjian internasional, traktat, konvensi, dan dokumen resmi dari 

organisasi internasional seperti WTO, UNCITRAL, dan PBB. Bahan hukum sekunder 

meliputi literatur akademik berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta laporan 

dari lembaga internasional yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan 

untuk memperkuat analisis konseptual melalui kamus hukum, ensiklopedia, dan 

indeks hukum yang memberikan definisi serta interpretasi terhadap istilah hukum 

internasional. 

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (library 

research). Proses ini melibatkan pengumpulan dan penelaahan terhadap berbagai 

dokumen hukum, literatur akademik, serta publikasi resmi yang membahas isu 

perdagangan digital dan hukum internasional. Sumber-sumber tersebut diperoleh 

dari database ilmiah, perpustakaan hukum, serta situs resmi organisasi internasional 

yang kredibel. Setiap bahan hukum kemudian dianalisis berdasarkan relevansinya 

terhadap prinsip hukum internasional dan implikasinya terhadap keadilan ekonomi 

dalam perdagangan digital global. 

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengaitkan 

antara ketentuan hukum yang ada, teori hukum internasional, serta prinsip keadilan 

ekonomi. Analisis ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian 

antara norma hukum internasional yang berlaku dengan praktik perdagangan digital 

saat ini. Hasil interpretasi tersebut kemudian disusun dalam bentuk argumentasi 

hukum yang sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan cara 

ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis terhadap 

pengembangan hukum internasional sekaligus memberikan rekomendasi praktis 

dalam pembentukan norma global yang lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi 

digital. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Pengaturan Perdagangan Digital 

Global 

Prinsip hukum internasional merupakan fondasi utama yang mengatur 

hubungan antarnegara dan aktor lintas batas dalam berbagai bidang, termasuk 

perdagangan. Dalam konteks perdagangan digital, prinsip-prinsip tersebut menjadi 

pedoman normatif yang menuntun bagaimana negara-negara berinteraksi dan 

bertransaksi secara adil dalam ruang ekonomi berbasis teknologi. Prinsip pacta sunt 

servanda, misalnya, mengikat negara untuk mematuhi setiap perjanjian internasional 

yang telah disepakati, termasuk dalam hal perdagangan digital lintas batas (Wibowo, 

2025). Demikian pula, prinsip sovereign equality menegaskan bahwa semua negara 

memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menegosiasikan aturan perdagangan 
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internasional (Thalia et al., 2025). Namun, meskipun prinsip-prinsip tersebut telah 

lama diakui, implementasinya dalam konteks digital masih belum optimal karena 

sifat transaksi digital yang tidak mengenal batas fisik, sehingga menciptakan 

tantangan baru dalam penegakan hukum internasional (Setiawati et al., 2023). 

Dalam sistem hukum internasional, prinsip non-diskriminasi dan keadilan 

ekonomi menjadi dua aspek penting yang sering dijadikan acuan dalam pengaturan 

perdagangan. Prinsip non-diskriminasi yang dikenal melalui klausul Most-Favored-

Nation (MFN) dan National Treatment (NT) dalam kerangka World Trade 

Organization (WTO) bertujuan memastikan bahwa negara anggota memperlakukan 

mitra dagangnya secara setara. Namun, penerapan prinsip ini dalam perdagangan 

digital masih bersifat parsial karena belum adanya kesepakatan global yang mengatur 

transaksi elektronik lintas negara (Wiyono & Kurniawan, 2025). Banyak negara 

menetapkan aturan domestik yang justru bersifat proteksionis terhadap perusahaan 

digital asing, sehingga menimbulkan kesenjangan antara teori hukum internasional 

dan praktik ekonomi digital global. Sebagaimana ditegaskan oleh Saputro et al. 

(2025), ketidakseimbangan dalam penegakan hukum ekonomi lintas negara dapat 

menimbulkan ketidakadilan ekonomi, terutama bagi negara berkembang yang belum 

memiliki infrastruktur hukum digital yang memadai. 

Selain itu, instrumen hukum internasional seperti UNCITRAL Model Law on 

Electronic Commerce dan WTO Agreement on E-Commerce masih memiliki kelemahan 

dalam hal enforceability dan efektivitas implementasi di tingkat nasional (Zhao & 

Chen, 2024). Banyak negara masih menafsirkan prinsip hukum internasional sesuai 

dengan kepentingan domestiknya, terutama dalam perlindungan data, perpajakan 

digital, dan penyelesaian sengketa lintas negara (Taylor, 2017). Akibatnya, muncul 

ketimpangan regulasi yang menyebabkan pelaku ekonomi dari negara maju memiliki 

posisi tawar lebih kuat dibandingkan negara berkembang. Dalam konteks ini, prinsip 

equity atau keadilan distributif menjadi sangat relevan, karena hukum internasional 

seharusnya tidak hanya menciptakan kebebasan perdagangan, tetapi juga 

memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil bagi seluruh pihak (Solehudin et 

al., 2024). 

Oleh karena itu, penguatan prinsip hukum internasional dalam perdagangan 

digital harus dilakukan dengan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan 

teknologi dan kesenjangan ekonomi antarnegara. Prinsip-prinsip seperti keadilan 

ekonomi, kesetaraan akses, dan tanggung jawab bersama (shared responsibility) perlu 

ditekankan kembali dalam setiap kerangka kerja hukum internasional yang berkaitan 

dengan ekonomi digital (Setiawati et al., 2023). Reformulasi norma internasional, 

sebagaimana disarankan oleh Rahman dalam Solehudin et al. (2024), perlu diarahkan 

untuk tidak hanya menekankan aspek liberalisasi perdagangan, tetapi juga 

memperkuat perlindungan terhadap kepentingan ekonomi negara berkembang. 

Dengan demikian, arah pembaruan hukum internasional harus mampu menjamin 

inklusivitas ekonomi digital serta mengurangi ketimpangan global yang diakibatkan 

oleh disparitas regulasi dan akses teknologi (Saputro et al., 2025). 
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Tantangan Implementasi Prinsip Hukum Internasional dalam Perdagangan 

Digital Global 

Penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam perdagangan digital 

menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari aspek teknis, yuridis, dan 

politik. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara karakter hukum 

internasional yang bersifat konvensional dengan dinamika ekonomi digital yang 

sangat cepat berubah. Sistem hukum internasional pada dasarnya dibangun atas 

dasar kesepakatan negara-negara melalui proses diplomatik yang panjang, 

sedangkan teknologi digital berkembang secara eksponensial dan sering kali 

melampaui kemampuan hukum untuk mengaturnya (Burri, 2021). Kondisi ini 

menyebabkan terjadinya regulatory lag, yaitu keterlambatan hukum dalam 

merespons inovasi ekonomi digital. Akibatnya, muncul berbagai celah hukum yang 

dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi global, terutama perusahaan multinasional 

yang beroperasi lintas yurisdiksi tanpa batasan yang jelas (Agustono & Yusuf, 2024). 

Tantangan ini menunjukkan bahwa sistem hukum internasional masih perlu 

menyesuaikan diri dengan ekosistem digital yang semakin kompleks. 

Tantangan berikutnya adalah perbedaan kepentingan politik dan ekonomi 

antarnegara dalam merumuskan regulasi digital internasional. Negara maju 

cenderung mendorong liberalisasi perdagangan digital dengan alasan efisiensi 

ekonomi dan inovasi, sedangkan negara berkembang lebih menekankan pada aspek 

perlindungan data, kedaulatan digital, dan keadilan ekonomi (Azmeh et al., 2020). 

Ketidakseimbangan kapasitas infrastruktur digital antarnegara juga memperburuk 

implementasi prinsip kesetaraan dalam hukum internasional. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Ahmed et al. (2024), perbedaan tingkat kesiapan digital antarnegara 

menyebabkan penerapan prinsip keadilan dan netralitas perdagangan menjadi tidak 

merata. Negara berkembang sering kali tidak memiliki kemampuan teknis dan 

kelembagaan untuk menegakkan regulasi digital secara optimal, sehingga posisi 

tawar mereka dalam perjanjian internasional menjadi lemah. Akibatnya, arah 

kebijakan perdagangan digital global lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan 

negara maju, memperdalam kesenjangan ekonomi internasional (Alvina, 2024). 

Ketidakjelasan yurisdiksi dan enforcement menjadi salah satu tantangan 

utama dalam perdagangan digital lintas batas (Sholikah, 2020). Permasalahan ini juga 

menjadi hambatan serius dalam implementasi prinsip-prinsip hukum. Transaksi 

digital sering kali melibatkan pihak-pihak yang beroperasi di berbagai negara dengan 

sistem hukum yang berbeda, sehingga penentuan yurisdiksi menjadi sulit dilakukan 

(Agulló, 2022). Dalam banyak kasus sengketa perdagangan digital, mekanisme 

penyelesaian masih mengandalkan forum arbitrase atau mekanisme soft law yang 

tidak memiliki kekuatan mengikat secara universal (Burri, 2021). Hal ini 

menunjukkan lemahnya efektivitas hukum internasional dalam menjamin kepastian 

dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, kurangnya harmonisasi 

peraturan domestik antarnegara juga memperburuk situasi karena menyebabkan 

tumpang tindih norma hukum, terutama dalam isu perpajakan digital, keamanan 

siber, dan perlindungan konsumen (Aprilia, 2025). 
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Selain kendala hukum dan politik, tantangan etika dan keadilan ekonomi juga 

menjadi isu yang semakin menonjol. Dalam praktiknya, perdagangan digital sering 

kali dimanfaatkan oleh perusahaan besar untuk mengakumulasi data dan keuntungan 

ekonomi secara tidak proporsional, sehingga menimbulkan ketimpangan global baru. 

Sistem hukum internasional saat ini belum mampu menjamin prinsip equitable access 

terhadap teknologi dan sumber daya digital (Ashafa et al., 2025). Hal ini sejalan 

dengan pandangan Ahmed et al. (2024) bahwa keadilan dan netralitas dalam 

perdagangan digital tidak hanya memerlukan kerangka hukum yang kuat, tetapi juga 

dimensi moral dan sosial yang menjamin akses setara bagi seluruh negara. Dengan 

demikian, diperlukan pembaruan paradigma hukum internasional yang tidak hanya 

mengatur aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai etika dan keadilan 

sosial dalam ekonomi digital global (Azmeh et al., 2020). 

 

Implikasi Prinsip Hukum Internasional terhadap Keadilan Ekonomi dalam 

Perdagangan Digital 

Keadilan ekonomi merupakan salah satu nilai fundamental yang diupayakan 

dalam penerapan prinsip hukum internasional, termasuk di ranah perdagangan 

digital. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemerataan akses 

terhadap peluang ekonomi digital, tetapi juga distribusi manfaat ekonomi yang 

proporsional antarnegara. Prinsip keadilan ekonomi dalam hukum internasional 

menuntut agar negara-negara, terlepas dari tingkat kemajuannya, memiliki 

kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam sistem perdagangan digital global 

(Cohen, 2019). Namun, realitas menunjukkan bahwa prinsip tersebut masih jauh dari 

implementasi ideal. Negara-negara maju menguasai sebagian besar infrastruktur 

teknologi dan platform digital utama, sedangkan negara berkembang sering kali 

hanya menjadi pasar konsumen (Krisnamurti & Hapsari, 2024). Kondisi ini 

mempertegas adanya ketimpangan struktural yang belum diantisipasi oleh 

mekanisme hukum internasional, di mana hukum yang seharusnya menjamin 

keseimbangan justru memperkuat dominasi ekonomi digital negara maju (Gao, 

2018). 

Penelitian Garcia (2022) menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama 

lemahnya penerapan prinsip kesetaraan ekonomi dalam perdagangan digital global 

adalah belum adanya koordinasi yang efektif antara lembaga internasional seperti 

WTO, UNCTAD, dan UNCITRAL. Masing-masing lembaga memiliki mandat yang 

berbeda, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung sektoral dan tidak terpadu. 

Akibatnya, sistem hukum internasional belum mampu mengakomodasi kebutuhan 

redistribusi manfaat ekonomi digital yang adil, terutama bagi negara-negara 

berkembang. Hailes (2022) menambahkan bahwa ketidakadilan dalam rantai pasok 

global digital sering kali muncul akibat kebijakan perdagangan yang lebih berpihak 

pada kepentingan investasi daripada pemerataan akses ekonomi. Regulasi yang 

terlalu menekankan liberalisasi pasar juga berpotensi memperdalam kesenjangan 

ekonomi digital karena perusahaan multinasional mampu mendominasi pasar global 

tanpa mekanisme kontrol yang memadai (Kelsey et al., 2020). 
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Selain itu, ketimpangan hukum dan infrastruktur antarnegara juga 

berkontribusi besar terhadap munculnya ketidakadilan ekonomi digital. Negara 

berkembang sering kali tidak memiliki perangkat hukum domestik dan kapasitas 

kelembagaan yang cukup untuk mengatur transaksi lintas batas (Mufidah et al., 

2021). Dalam konteks ini, prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR) 

yang sebelumnya digunakan dalam hukum lingkungan internasional dapat dijadikan 

model untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dalam ekonomi digital 

global (Gao, 2018). Pendekatan diferensial ini memungkinkan negara berkembang 

menyesuaikan regulasi domestiknya secara bertahap tanpa mengorbankan 

komitmen terhadap prinsip universal hukum internasional. Dengan demikian, prinsip 

CBDR dapat menjadi dasar pembentukan tatanan hukum internasional yang lebih 

inklusif dan adaptif terhadap kesenjangan kemampuan antarnegara. 

Lebih lanjut, Leal-Arcas (2025) menegaskan bahwa reformulasi norma 

hukum internasional perlu diarahkan pada penguatan solidaritas ekonomi global 

melalui mekanisme inclusive digital participation. Hal ini berarti hukum internasional 

tidak hanya berfungsi sebagai pengatur transaksi, tetapi juga sebagai alat redistribusi 

kekuasaan dan kesejahteraan dalam ekonomi digital. Cohen (2019) juga menekankan 

pentingnya mengintegrasikan nilai keadilan sosial ke dalam hukum ekonomi 

internasional untuk menghindari terjadinya eksploitasi ekonomi digital oleh pihak-

pihak yang lebih kuat. Dengan pendekatan yang menempatkan keadilan sebagai 

prinsip utama, sistem hukum internasional dapat memperkuat legitimasi tata kelola 

perdagangan digital global (Garcia, 2022). Pada akhirnya, penerapan prinsip keadilan 

ekonomi tidak hanya memperkuat stabilitas sistem perdagangan internasional, tetapi 

juga menciptakan tatanan ekonomi digital yang lebih berimbang, berkelanjutan, dan 

sesuai dengan nilai solidaritas global yang menjadi cita-cita hukum internasional 

modern. 

 

Reformulasi Prinsip Hukum Internasional dalam Mewujudkan Tata Kelola 

Perdagangan Digital yang Berkeadilan 

Reformulasi prinsip hukum internasional menjadi kebutuhan mendesak 

untuk menjawab tantangan perdagangan digital global yang semakin kompleks. 

Prinsip-prinsip klasik seperti pacta sunt servanda, sovereign equality, dan non-

discrimination perlu ditafsirkan ulang agar relevan dengan karakter transaksi digital 

lintas batas yang melibatkan aktor non-negara seperti korporasi multinasional dan 

platform digital global. Menurut Prasad (2023), batas antara perdagangan 

konvensional dan digital kini semakin kabur, sehingga sistem hukum internasional 

yang kaku tidak lagi memadai untuk mengatur hubungan ekonomi modern. Dalam 

konteks ini, reformulasi hukum harus mempertimbangkan dimensi etika, keadilan 

sosial, dan teknologi secara simultan (Mufrihah & Najmudin, 2024). Pendekatan 

hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan digital menjadi 

krusial untuk memastikan hukum internasional mampu mengimbangi percepatan 

inovasi teknologi dan ekonomi global. 

Salah satu arah reformulasi penting adalah memperkuat prinsip shared 

responsibility antarnegara dalam membangun sistem perdagangan digital yang 
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inklusif dan adil. Ketimpangan kapasitas regulatif dan teknologi antara negara maju 

dan berkembang menghambat penerapan prinsip keadilan ekonomi digital (Peng, 

2022). Prinsip common but differentiated responsibilities (CBDR), yang telah berhasil 

diadopsi dalam hukum lingkungan internasional, dapat dijadikan model dalam 

hukum ekonomi digital global (Pande, 2024). Negara maju yang memiliki keunggulan 

teknologi perlu memberikan dukungan konkret bagi negara berkembang melalui 

mekanisme knowledge transfer dan penguatan kapasitas hukum digital (Putri et al., 

2023). Upaya ini juga sejalan dengan pandangan Puspitasari dan Ilmiah (2025) yang 

menekankan peran diplomasi ekonomi internasional dalam membangun solidaritas 

antarnegara sebagai fondasi keadilan global di era digital. 

Selain memperkuat tanggung jawab bersama, reformulasi hukum 

internasional juga harus diarahkan pada pembentukan norma global baru yang 

mengatur isu-isu spesifik seperti keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan 

perpajakan digital lintas negara. Nasoha et al. (2025) menekankan bahwa sistem 

blockchain dan kripto membuka peluang sekaligus tantangan bagi hukum 

internasional dalam menciptakan transparansi ekonomi digital. Namun, tanpa 

regulasi global yang mengikat, ketidakpastian hukum dapat menghambat stabilitas 

ekonomi internasional. Pande (2024) juga menyoroti pentingnya keadilan ekonomi 

dalam mekanisme pasar global, menegaskan bahwa hukum internasional harus 

berfungsi sebagai alat korektif terhadap ketimpangan ekonomi digital. Oleh karena 

itu, lembaga internasional seperti WTO, UNCITRAL, dan UNCTAD perlu bersinergi 

dalam menyusun instrumen hukum yang efektif dan berorientasi pada pemerataan 

manfaat digital. 

Lebih jauh, munculnya fenomena sosial-ekonomi baru dalam perdagangan 

digital, seperti larangan social e-commerce di TikTok Shop, menunjukkan adanya 

benturan antara regulasi nasional dan prinsip ekonomi global (Naisabur et al., 2024). 

Hal ini membuktikan bahwa pengaturan hukum internasional perlu mencakup 

konteks keadilan ekonomi berbasis nilai sosial dan budaya, tidak hanya profit semata. 

Dalam perspektif keadilan distributif, hukum harus mampu menjamin keseimbangan 

antara inovasi ekonomi dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil di negara 

berkembang. Pendekatan semacam ini sejalan dengan gagasan Prasad (2023) yang 

menilai bahwa regulasi perdagangan digital harus bersifat lintas sektor dan adaptif 

terhadap perubahan perilaku pasar global. 

Dengan demikian, reformulasi prinsip hukum internasional harus diarahkan 

untuk mewujudkan tata kelola perdagangan digital global yang berkeadilan, 

transparan, dan berkelanjutan. Mufrihah dan Najmudin (2024) menekankan bahwa 

keberhasilan hukum internasional di era digital bergantung pada kemampuannya 

menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan sosial. Prinsip 

keadilan ekonomi perlu menjadi inti dari setiap kebijakan hukum digital agar hukum 

internasional tidak sekadar menjadi alat pengatur, tetapi juga instrumen 

transformasi global menuju sistem perdagangan digital yang inklusif, setara, dan 

berorientasi pada kesejahteraan bersama. 
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KESIMPULAN 

Perdagangan digital global telah membawa perubahan mendasar dalam 

sistem ekonomi internasional dan menuntut pembaruan paradigma hukum 

internasional. Prinsip-prinsip hukum seperti kesetaraan, keadilan, dan non-

diskriminasi seharusnya menjadi fondasi utama dalam pengaturan ekonomi digital 

lintas batas. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip 

tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi, politik, maupun 

kapasitas antarnegara. Ketimpangan akses teknologi dan lemahnya harmonisasi 

hukum menyebabkan keadilan ekonomi belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena 

itu, hukum internasional perlu menyesuaikan diri dengan realitas ekonomi digital 

modern agar mampu menjamin distribusi manfaat ekonomi secara adil dan 

berkelanjutan bagi seluruh negara. 

Diperlukan langkah konkret dalam memperkuat efektivitas hukum 

internasional untuk menghadapi kompleksitas perdagangan digital. Negara-negara 

perlu memperluas kerja sama melalui pembentukan global digital governance 

framework yang menekankan prinsip inklusivitas, keadilan, dan tanggung jawab 

bersama. Lembaga internasional seperti WTO, UNCITRAL, dan UNCTAD juga perlu 

menyelaraskan mandatnya agar tercipta koordinasi dalam pembentukan regulasi 

digital global yang adaptif dan berkeadilan. Selain itu, negara berkembang harus 

didorong untuk memperkuat kapasitas hukum dan infrastruktur digitalnya melalui 

dukungan teknologi dan regulasi yang berorientasi pada kesetaraan. Dengan 

demikian, tatanan hukum internasional di era ekonomi digital dapat menjadi 

instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan ekonomi global. 
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